I11. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder runtun
waktu (time series), yang diperoleh atau bersumber dari data publikasi (annual
report) Perusahaan sektor Asuransi BUMN dan Swasta serta Kantor Biro Pusat
Statistik (BPS), serta dengan mempelajari berbagai sumber baik literatur,

makalah, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

B. BatasanPeubah

Variabel yang menjadi batasan peubah dalam penulisan iniadalah:

1. Bagi Laba BUMN, periode tahun 2008 —
2012

2. Dividen PT. Jasa Raharja , periode tahun
2008 — 2012

3. Besaran Kontribusi,periode tahun 2008 —
2012

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

periode tahun 2008— 2012

C. Alat Analisis
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Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Uji
Perbedaan (dua sampel bebas). Uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan
atau uji paired sample t test digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan
mean untuk dua sampel bebas (independen) yang berpasangan. Adapun yang
dimaksud berpasangan adalah data pada sampel kedua merupakan perubahan atau
perbedaan dari data sampel pertama atau dengan kata lain sebuah sampel dengan
subjek sama mengalami dua perlakuan. Prinsip pengujian uji ini adalah melihat

perbedaan variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih
dahulu harus diketahui apakah variannya sama (equal variance) atau variannya berbeda

(unequal variance). Homogenitas varian diuji berdasarkan rumus:

KETERANGAN :
F=—|F = Nilai F hitung

5= S,? = Nilai varian terbesar
S,? = Nilai varian terkecil

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (equal variance) bila F-Hitung < F-Tabel,
dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama (unequal variance) bila F-Hitung > F-
Tabel. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error
yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Uji t untuk varian yang sama
(equal variance) menggunakan rumus Polled Varians:
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Uji t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan rumus Separated

Varians:

X, — X
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D. Gambaran Umum PT. Jasa Raharja

1. Sejarah Perusahaan

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk
melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan
diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi
Perusahaan Belanda. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang
asuransi kerugian, pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan
asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun
1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan
Nasionalisasi. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960,

namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan
dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK)
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan
Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.
Sebagai perusahaan negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan

Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Rl N0.12631/B.U.M. II. tanggal 9



Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah sebagai

berikut :

Tabel 5. Daftar Perubahan Nama Perusahaan

NO. | NAMA LAMA NAMA BARU
1. 1. Firma Blom & Van Der Aa di Perusahaan Asuransi Kerugian
Jakarta Negara “IKA BHAKTI”
2. Firma Bekouw & Mijnssen di
Jakarta.
3. Firma Sluyters & Co
4. N.V. Assurantie Maatschappij
Jakarta di Jakarta.
2. N.V. Assurantie Kantoor Perusahaan Asuransi Kerugian
Langveldt-Schroder di Jakarta Negara “IKA DHARMA”
3. 1. N.V. Zee-en Brandassurantie Perusahaan Asuransi Kerugian
Maatschappij van 1851 c.s. di Negara “IKA CHANDRA”
Jakarta.
2. N.V.Javasche Verzekerings
Agenturen Maatschappij di
Jakarta.
4. 1. N.V. Nederlandsche Lloyd di Perusahaan Asuransi Kerugian
Jakarta. Negara “IKA CHANDRA”
2. N.V. Maskapai Asuransi dan
Administrasi Umum Nusantara
Llyod di Jakarta.
3. NV Brandwaarberg Maatschaapij
B.M.I van 1863
5. 1. N.V. Assurantie Kantor O.W.J. Perusahaan Asuransi Kerugian
Schlenceker di Jakarta. Negara “IKA MULYA”
2. N.V.Kantor Asuransi “Kali
Besar” di Jakarta
6. Jakarta Assurantie & Administratie Kantor | Perusahaan Asuransi Kerugian
di Jakarta. Negara “IKA DJASA”
7. PT Maskapai Asuransi Arah Baru (Arba) Perusahaan Asuransi Kerugian
di Jakarta. Negara “IKA SAKTI”
8. Yayasan Onderlinge Perusahaan Asuransi Kerugian
Landmolestverzekerings Fonds (O.L.F) Negara “IKA BHARATA”

a. Tahun 1961

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian

Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK tersebut yang
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semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa
Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) N0.12631/B.U.M. 11. tanggal

9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan “Ika” menjadi “Eka”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK tersebut yaitu Eka
Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal 1 Januari 1961
dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan
peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha

keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya.

Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-
perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) N0.294955/B.U.M.II tanggal 31
Desember 1960, penyebutan nama perusahaan-perusahaan tersebut kembali
menggunakan “lka” termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu “Ika
Karya”. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri
Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian

Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961.

PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat
mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam
dan atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian, yaitu:
1. Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi,
kecuali pertanggungan jiwa.

2. Memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.
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b. Tahun 1965

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan
Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka
Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama “Perusahaan Negara
Asuransi Kerugian Jasa Raharja” dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala
hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Raharja.
Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Raharja pun berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor
perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di
dalam negeri. Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan
pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa
Raharja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang
asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang
termasuk reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi tanggung jawab

kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret
1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan,
Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa
Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-

Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.
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c. Tahun 1970

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan
Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/11/1970
tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha
Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan
bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun

1960.

d. Tahun 1978

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum
Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU No.33 dan
UU No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk
menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut
menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia,
di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari
perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk

kepentingan tersebut.
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Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada
masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam
lingkup UU No0.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha

Asuransi Aneka.

e. Tahun 1980

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani
oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan
usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP
No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi
Kerugian “Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6
November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

f. Tahun 1981

Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah
pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969
tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan.
Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris
Imas Fatimah, SH No0.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981. Dengan adanya
perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui
Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan

Keputusan Menteri Keuangan No:337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981
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tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa
Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

g. Tahun 1994 — Sekarang

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut
mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah
menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain

program asuransi sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994
hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi hon wajib dan surety bond
untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu
menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu

Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU No.34 tahun 1964.

PT. Jasa Raharja juga terus mengembangkan implementasi Good Corporate
Governance dengan keempat aspeknya yakni keterbukaan (transparancy),
pertanggung jawaban (responsibility), keadilan (fairness), dan akuntabilitas
(accountability). Keempat prinsip pengelolaan perusahaan itu, adalah sebuah
tuntutan yang tidak bisa dielakkan dan sudah menjadi kebutuhan universal dalam

perkembangan global. Implementasi prinsip-prinsip tersebut akan menjadi dasar
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bagi pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan termasuk peningkatan
pendapatan premi, pendapatan investasi, pendapatan lain-lain, biaya underwriting

dan biaya usaha yang akan menentukan besarnya total laba perusahaan

2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi :

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan
program asuransi sosial dan asuransi wajib , sejalan dengan kebutuhan
masyarakat.

Misi :

Catur bakti eka karsa Jasa raharja

a. Bakti kepada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dasar
dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bakti kepada negara dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai
penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta badan usaha
milik negara .

C. Bakti kepada perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan
kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi
kesinambungan perusahaan.

d. Bakti kepada lingkungan dengan memberdayakan potensi

sumberdaya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
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3. Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris dan Anggota

- Komisaris Utama : Ardan Adi Perdana
- Anggota : Sulistyo Ishak
Heri Susilo

Winata Supriatna

Yuni Suryanto

b. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Budi Setyarso
- Direktur Oprasional : Budi Rahardjo
- Direktur Keuangan : Zhayat Ghani

- Direktur Manajemen : M.Wahyu Wibowo

c. Direktur SDM Umum : Wiranto
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Nama:

PT Jasa Raharja (Persero)

Bidang Usaha:

Asuransi Sosial

Pemilik:

100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian
Djasa Rahardja

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-
750/MK/1V/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970
tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara
(P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai
Usaha Negara seperti yg dimaksud dalam ayat (2)
Pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi
Kerugian Jasa Raharja Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero)

Modal Perseroan:

Rp. 500.000.000.000

Modal Disetor:
Akte Pendirian:

Rp. 250.000.000.000

Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di
hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yg telah beberapa kali diubah dan ditambah,
terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2 Oktober

2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH. MSi.,
Notaris Jakarta.

Kegiatan Usaha:

Melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat
angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut
hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU No.
33 dan 34 tahun 1964 berikut peraturan pelaksanaannya.

Jaringan Kantor:

Jasa Raharja memiliki 28 kantor cabang, 61 kantor
perwakilan, 45 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR)
dan 1.013 Kantor bersama Samsat, yang tersebar
diseluruh Indonesia

Kantor Pusat:

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-2Kuningan-Jakarta
Telp. (021) 5203454,

Fax. (021) 5220284

Website : www.jasaraharja.co.id

Email : pusat@jasaraharja.com
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